
 

 
 

 
 

 
 

BUPATI REMBANG 
PROVINSI JAWA TENGAH 

 

PERATURAN BUPATI REMBANG 
 

 NOMOR   36   TAHUN 2019 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 17 TAHUN 2018 

TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN KEPANITIAAN DALAM PELAKSANAAN 
KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI REMBANG, 

 

Menimbang :    a.  bahwa Peraturan Bupati Rembang Nomor 17 Tahun 2018 
tentang tentang Pedoman Pembentukan Kepanitiaan dalam 

Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah perlu penyesuaian; 

 
b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang  

perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 17 
Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Kepanitiaan 

dalam Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah;  

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Tengah; 
 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

 

  

SALINAN 



sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam  Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah; 

 
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);  

 
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 
Nomor 46, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Rembang Nomor  61); 
 

7. Pearturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten 

Rembang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Rembang Nomor 128); 

 
8. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang 

Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan 
Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 
Nomor 28); 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 17 TAHUN 2018 
TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN KEPANITIAAN DALAM 
PELAKSANAAN KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH. 
 

Pasal I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 
17 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Kepanitiaan 
dalam Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 
18) diubah sebagai berikut : 

 
1. Ketentuan Pasal 2 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4), 

sehingga berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal 2 

 
(1) Dalam rangka memperlancar pelaksanaan program dan 

kegiatan APBD dapat dibentuk kepanitiaan. 
 

(2) Kepanitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berdasarkan usulan kepala OPD. 



 

(3) Kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan : 
a. Keputusan Bupati; 

b. Keputusan Sekda. 
 

(4) Kecuali ditetapkan lain oleh peraturan perundang-undangan 
Kepanitiaan dapat ditetapkan selain dengan Keputusan Bupati dan 

Keputusan Sekda sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 
 
2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 
Pasal 9 

 
(1) Besaran pemberian honorarium mengikuti ketentuan dalam Peraturan 

Bupati yang mengatur tentang standardisasi biaya kegiatan, 
honorarium, dan biaya pemeliharaan serta harga pengadaan 
barang/jasa kebutuhan pemerintah Kabupaten Rembang. 

 
(2) Besaran pemberian honorarium dinyatakan dalam surat keputusan. 

 
Pasal  II 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang. 

 
 Ditetapkan di Rembang 

pada tanggal 13 September 2019 
 
BUPATI REMBANG, 

 
            ttd 

 
ABDUL HAFIDZ 

Diundangkan di Rembang 
pada tanggal  13 September 2019 
 

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN REMBANG, 

 
              ttd         

 
        SUBAKTI 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2019 NOMOR  36 

 


